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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengaturnya. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Penelitian 

ini dilakukan untuk melihat Implementasi Pengelolaan Dana Desa menurut 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jenis 

penelitian menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui pengelolaan, penggunaan, dan kesesuaian implementasi dana 

desa yaitu berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Montong Beter. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi pengelolaan dan penggunaan 

dana desa di desa Montong Beter untuk penggunaan dana desa sudah sesuai dan 

mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun pada pengelolaannya 

Pemerintah Desa Montong Beter masih kurang transparan terhadap masyarakat 

mengenai laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pertanggungjawaban. 

Adapun faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa Montong Beter dalam 

menjalankan pembangunan desa adalah, kurangnya persatuan masyarakat dan 

lemahnya partisipasi masyarakat sehingga capaian tujuan desa belum maksimal. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut harus ada keterlibatan elemen masyarakat 

dan kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada di desa dalam 

membuat perencanaan pembangunan desa sehingga sasaran dari pembangunan 

sesuai dengan keinginan masyarakat. 

 

Kata Kunci : Pengelolaan, Penggunaan, Permendagri, Dana, Desa 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam  sistem  Pemerintahan 

Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pasal 1 huruf (o) undang-undang 

No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Desa berperan utama 

dalam pembangunan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan 

bidang lainnya, serta berperan utama dalam pekerjaan bantuan kontruksi. 

Dalam proses penyelenggaraan negara Republik Indonesia, desa 

berinovasi dalam berbagai bentuk, untuk itu perlu dijaga  dan diberdayakan 

agar menjadi desa yang kuat, mandiri, demokratis serta maju dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang 

sejahtera, makmur dan adil.
1
 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1) 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

                                                             
1
 Yadi Mulyadi, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa 

Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis” (Vol 5, No. 2 Tahun 2018) 
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Selanjutnya dijelaskan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan 

terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Majunya suatu 

negara dipengaruhi oleh desanya, karena tidak mungkin suatu negara bisa 

maju jika Provinsinya tidak maju, begitupun dengan Provinsi tidak akan maju 

tanpa adanya Kabupaten/Kota yang maju, dan tidak pula akan maju sebuah 

Kabupaten/Kota tanpa adanya Desa/Kelurahan yang maju. Jadi dapat diartikan 

bahwa kemajuan sebuah negara dipengaruhi oleh majunya suatu Desa.
2
 

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

sekitar dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
 

Dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang sebenarnya memiliki 

cakupan permasalahan yang lebih banyak, pemerintah desa dinilai lebih dapat 

melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat. Oleh karena itu, 

pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, 

serta prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan.  

Letak pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah 

kepala desa.Sebagai pembina, mencontohi masyarakat dan sebagai pengabdi 

masyarakat yang memegang peranan yang sangat penting dalam membangun 

masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa adalah subsistem dalam menyelenggarakan sistem 

                                                             
2
 Dewi Citra dan Muh Okto. Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai 

Dengan Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 Tentanng Desa. Ilmu Administrasi Negara. Vol. 7 No. 

2 Tahun 2017. hal. 45 
3
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2  
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pemerintahan nasional yang memberikan hak kepada desa untuk mengurus 

serta mengatur kepentingan masyarakat di desa. Selain melaksanakan tugas di 

bidang pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga menjalankan tugas 

pemerintahan di bidang sosial.  Yaitu  dalam bidang sosial, kepala desa dan 

staf desa berperan aktif dalam menangani kegiatan dibidang melayani 

masyarakat. Kepala desa ikut serta dalam pembinaan masyarakat desa, dan 

kita tahu bahwa perangkat desa berkewajiban menegakkan hukum dan 

peraturan dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
4
 

Dalam pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 Ayat 

(15) yang berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ialah 

Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib 

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada 

Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama melalui camat, selain itu 

juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, dan di informasikan kepada 

masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
5
 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, 

akuntabel, dan disiplin. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari APBN, Pasal 1 Ayat (2) Dana Desa adalah dana yang 

                                                             
4
 Muh. Iqbal. Skripsi: “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era 

Otonomi Daerah” Hukum Administrasi Negara (Makassar: UHM, 2016) 
5
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana 

Desa, Pasal 70-72 
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di 

peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan 

pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah  suplay dari Pemerintah sebagai 

wadah penunjang untuk membangun dan memberdayakan masyarakat yang 

ada di suatu desa. Bantuan itu digunakan untuk fasilitas masyarakat dalam 

mengembangkan dan memajukan produk sebuah Desa.  

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan 

peraturan pelaksanaannya menyarankan  pegawai desa agar lebih mandiri 

dalam pengelolaan masing-masing pemerintah dan berbagai SDM yang 

dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa. Dana Desa 

mengutamakan pendanaan untuk menjalankan program dan kegiatan berskala 

desa yang bertujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakat di pedesaan 

serta pengentasan kemiskinan. Tujuan anggaran alokasi dana desa adalah 30% 

untuk belanja dinas dan operasional desa dan 70% untuk biaya pemberdayaan 

masyarakat. Setelah di terimanya dana desa, pemerintahan Desa harus siap 

dan mampu menjalankan keuangan desa berdasarkan asas Transparan, 

Akuntabel, Partisipasif, serta Tertib dan Disiplin Anggaran sesuai dengan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Asas Pengelolaan Dana Desa.
6
 

Pemerintah desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa 

bertujuan untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang 

                                                             
6
 Eldu Warton, Skripsi: “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara” 

(Medan:  2020) hal.2 
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sejahtera, adil dan makmur. Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, pada Pasal 1 Ayat 10 memberikan batasan tentang keuangan desa. 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
7
 Melalui undang-undang Desa 

ini, menguatkan status desa sebagai pemerintahan masyarakat dan kekuatan 

membangun infrastruktur desa sekaligus memberdayakan masyarakat desa. 

Dengan kehadiran Undang-Undang Desa, dana pemerintah akan lebih 

banyak mengalir ke tingkat desa. Namun kebijakan tersebut harus dibarengi 

dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab 

agar masyarakat desa dapat merasakan dampak dari kebijakan tersebut secara 

tepat sasaran. Dana yang diperoleh desa memberikan harapan bagi 

pembangunan dan kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat 

desa. Namun di sisi lain harus dibarengi dengan aturan teknis pengelolaan 

keuangan tingkat desa yang transparan dan bertanggung jawab.
8
 

Dalam penjelasan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 menjelaskan 

Sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, 

pendapatan daerah kabupaten/kota, sebagian dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, 

bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, dan Hibah 

dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan 

                                                             
7
 Rambe Jooner, Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, 

(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) hal. 205 
8
 Abdul Halim, M. Syam Kusufi, Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2016) hal.481 
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desa secara keseluruhan digunakan untuk membiayai semua departemen yang 

menjadi tanggungjawab desa.
9
  

Sesuai dengan kondisi dan potensi desa, prioritas dana desa dialokasikan 

untuk mendanai bidang pemberdayaan masyarakat desa. sesuai dengan tujuan 

tahunan untuk mencapai RPJMDes dan RKPDes, antara lain seperti kegiatan: 

pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan 

posyandu, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa, 

sarana jalan pertanian dan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, 

pembangunan dan pemeliharaan irigasi, pengembangan kewirausahaan, 

peningkatan pendapatan, perluasan skala ekonomi masyarakat desa, dll.
10

 

Namun dalam proses pengelolaan dana desa tentunya tidak terlepas dari 

kendala dan hambatan yang dihadapi seperti keterlambatan pencairan dana, 

transfer dana desa dari rekening daerah ke desa sering terlambat, penundaan 

proses pencairan dari bank, dana di bank sering tidak tersedia sehingga 

membuat lambat pencairan dana ke kas desa, partisipasi dari masyarakat 

masih rendah, miskomunikasi antara pemdes dan BPD, Asistensi Rancangan 

Anggaran Pendaatan dan Belanja Desa (RAPDes) tidak valid, dll. 

Terkait dari beberapa pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk 

meneliti pengelolaan dana desa pada  salah satu desa yaitu Desa Montong 

Beter Kec. Sakra Barat Kab. Lotim dengan judul “Peran Pemerintah Desa 

                                                             
9

Yolanda Madea dkk,  “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di 

Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud” (Vol 3, No 046. 2017)  
10

 https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html, diakses Selasa 28 

September 2021, Pukul 21:12 Wita 

https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html
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dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam 

Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa” 

B. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka masalah yang di 

identifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penggunaan dan pengelolaan dana desa berdasarkan  

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 ? 

2. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Montong Beter ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tentang penggunaan dan pengelolaan  dana desa berdasarkan 

peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan 

langkah yang dilakukan pemerintah Desa Montong Beter Kec. Sakra Barat 

Kab. Lombok Timur dalam mengelola dana desa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

pengetahuan kepada pembaca terkait bagaimana penggunaan dan 

pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018  
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

kepada pembaca tentang implementasi yang dilakukan oleh pemerintah 

desa dalam mengelola dana desa dan bagaimana pemerintah desa 

menyikapi  hal tersebut. 

E. Keaslian Penelitian 

No Judul Rumusan Masalah Kesimpulan 

1 Peran Pemerintah 

Dalam Urusan 

Pengelolaan Dana 

(Studi di Kabupaten 

Malang Desa 

Lendungsari) 

Bagaimana peran 

Pemerintah dalam 

Pengelolaan Dana 

Desa? 

Peran pemerintah Desa 

Landungsari dalam 

pengelolaan dana Desa 

telah berjalan sesuai 

dengan peraturan dan 

perundang-undangan. Pada 

setiap tahapan pelaksanaan, 

pemerintah kabupaten dan 

desa saling berkoordinasi 

untuk menentukan 

kebijakan yang sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat dan desa. 

Antara lain, adanya 

koordinasi antar 

pemerintah di setiap 

tahapan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan 

hingga pelaporan. Dalam 

setiap prosesnya, 

pemerintah kabupaten hadir 

untuk melakukan 

pengawasan dan 

pembinaan kepada desa 

khususnya dalam hal 

pelaporan, pemerintah 

kabupaten sangat 

memperhatikan pemerintah 

desa, agar tidak terjadi 
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keterlambatan pelaporan 

dan keterlambatan alokasi 

dana desa sehingga 

menghambat pembangunan 

desa. Diharapkan Kedua 

pemerintah baik desa dan 

kabupaten dapat 

mempertahankan peran 

yang sudah berfungsi 

dengan baik ini dengan 

melatih semua perangkat 

desa dan staf di lingkungan 

pemerintah kabupaten 

Malang, meningkatkan 

wawasan dan kualitas 

sumber daya manusia di 

masing-masing 

pemerintahan. 

2 Evektifitas Peran 

Pemerintah Desa 

Dalam 

Mengalokasikan 

Dana Desa Menurut 

Perspektif Islam 

(Studi Desa 

Surabaya Liar Kec. 

Bandar Surabaya 

Kab. Lampung 

Tengah) 

1. Bagaimana 

peran 

pemerintah Desa 

dalam 

mengalokasikan 

dana Desa di 

Surabaya Ilir 

Kec. Bandar 

Surabaya Kab. 

Lampunng 

Tengah? 

2. Apakah peran 

Pemerintah Desa 

dalam 

mengalokasikan 

Dana Desa di 

Surabaya Ilir 

Kec. Bandar 

Surabaya Kab. 

Lampung 

Tengah telah 

berjalan Efektif? 

Peran Pemerintah Desa 

dalam menggunakan 

Dana Desa terhadap  

pembangunan Desa Ilir 

Kec. Bandar Surabaya 

Kab. Lampung Tengah, 

dimana dalam proses 

pengelolaan ada tiga 

tahapan dalam proses 

pengelolaan ADD, yaitu 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pertanggingjawaban. 

Peran pemerintah dalam 

pengelolaan ADD 

terhadap pembangunan 

di Desa Surabaya Ilir 

Kec. Bandar Surabaya 

Kab. Lampung Tengah, 

terlihat dari hasil 

Musrembang, tim 

pelaksana ADD masih 
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sangat tidak efektif 

dalam hal Transparasi 

Dana Desa, 

akuntabilitas atau 

akuntabilitas dana desa 

dalam melakukan 

pelaporan 

Pertanggungjawaban  

(LPJ), dan partisipasi 

masyarakat Desa yang 

semakin tidak teratur 

dan disimplin 

Anggaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Pemerintah 

1. Pengertian Pemerintah 

Kata pemerintah berawal dari kata “perintah” yang setelah ditambah 

awalan “pe” menjadi pemerintah. Kata pemerintah berawal dari bahasa 

Jawa yaitu “titah” (sabdo, perintah, intruksi). Dalam bahasa inggris 

pemerintah adalah “Goverment” berawal dari kata govern, yakni 

merupakan intitusi/lembaga beserta pengurusnya yang mempunyai fungsi, 

tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk mengatur tugas dan 

menjalankan keinginan rakyat.
11

  

Dalam arti sempit, pemerintah adalah lembaga eksklusif. Sementara itu 

dalam arti yang luas, pemerintah meliputi aparatur negara yaitu semua 

badan, organ atau lembaga-lembaga, serta aparatur negara yang 

melakukan serangkaian kegiatan untuk mengkaji pencapaian tujuan negara. 

Oleh karena itu, pemerintah dalam arti yang luas merupakan semua 

lembaga/organ yang melaksanakan kewajiban negara, dan merupakan 

organisasi sosial (societal) yang besar dan menyeluruh yang terdiri dari 

lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
12

  

Dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan,  dalam arti 

yang sempit pemerintahan yaitu segala kegiatan, tugas, fungsi dan 

kewajiban yang dijalankan oleh badan eksklusif untuk menggapai tujuan 

                                                             
11

 Umar Nain, Realisasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan 

Penganngaran Desa. (Pustaka Pelajar: cetakan I. Yogyakarta. 2017) hal.1 
12

 Delly Mustafa, Birokrasi Pemerintahan, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal.76 
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negara. Pemerintahan dalam arti yang luas mengacu pada semua hal yang 

tidak didasarkan pada kepemilikan, tetapi berpokok pada dasar negara, 

penduduk dan wilayah untuk mewujudkan segala kegiatan negara. Lebih 

lanjut, dari segi struktural dan fungsional pemerintahan dapat diartikan 

sebagai suatu sistem struktural dan organisasional dari berbagai fungsi 

yang dilakukan atas dasar tertentu untuk meraih tujuan negara.
13

 

        Dalam bahasa Inggris pemerintahan disebut Government yang 

berawal dari bahasa latin “gobernare”, greek kybernan yang artinya 

mengemudikan, atau mengendalikan. Dalam sudut pandang ilmu politik, 

Menurut R. Mac Iver mengemukakan bahwa pemerinahan itu merupakan 

organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi kesimpulan 

yang dikemukakan R. Mac Iver yaitu ilmu pemerintahan merupakan 

sebuah pengetahuan tentang bagaimana manusia dapat diperintah. 

Dalam ilmu pemerintahan disebutkan ada dua definisi pemerintah 

yaitu dalam arti sempit dan arti yang luas, pemerintah dalam arti yang luas 

adalah bentuk organisasi yang berjalan dengan menggerakkan suatu sistem 

pemerintahan, selain itu pemerintah dalam arti yang sempit diartikan 

sebagai suatu lembaga perkumpulan dengan kebijakannya sendiri untuk 

mengatur, mengelola, serta mengatur  sistem pemerintahan.
14

 Sedangkan 

dalam kamus besar bahasa indonesia, pemerintah mempunyai sistem yang 

memiliki peran  dan kekuasaaan untuk mengatur kehidupan ekonomi, 

                                                             
13

https://www.dictio.id/t/apakah-perbedaan-antara-pemerintah-dan-pemerintahan/4103 

Diakses Senin 15 November 2021, Pukul 21:22 Wita 
14

 https://pemerintah.net/arti-pemerintah/ Diakses pada 15 November 2021, Pukul  22:54 

Wita 

https://www.dictio.id/t/apakah-perbedaan-antara-pemerintah-dan-pemerintahan/4103
https://pemerintah.net/arti-pemerintah/
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sosial, politik suatu negara. Oleh karna itu, dapat dikatakan bahwa 

pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

mengelola sistem pemerintahan dan merumuskan kebijakan untuk 

mencapai tujuan negara. 

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

Struktur organisasi pemerintahan Desa yang ada di setiap desa  

merupakan lembaga penyuluhan, dan pemerintah pusat yang mempunyai 

peran atau strategi mengatur penduduk desa untuk mencapai pembangunan 

pemerintahan. Atas dasar itu,  dikeluarkan peraturan perundang-undangan 

terkait pemerintahan desa untuk mengatur pemerintahan desa, agar roda 

pemerintahan dapat berjalan secara optimal. 

 

a. Kepala Desa 

Kepala desa merupakan pemerintah desa yang di bantu oleh 

pemerintah desa dan merupakan bagian integral dari  agai unsur dari 

pemerintahan desa.
15

 Kepala Desa bertanggungjawab 

menyelanggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, dan 

                                                             
15

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat 3 



14 
 

 

pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. 

Kewajiban dari seorang kepala desa menurut undang-undang No. 6 

Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah: 

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan 

2) Memelihara ketentraman dan ketertiban di masyarakat pedesaan 

3) Mematuhi dan menegakkan hukum dan peraturan 

4) Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di desa 

5) Menyelesaikan perselisihan masyarakkat di desa 

6) Memanfaatkan  potensi sumber daya alam yang ada dan menjaga 

lingkungan, dll 

b. Sekertariat Desa 

Sekertariat Desa merupakan koordinator PPKD yang membantu 

kepala desa dalam menjalankan Keuangan Desa, yang bertugas 

menyusun kebijakan pengelolaan APBDesa, merancang peraturan 

desa terkait APBDesa, menyusun pelaporan dan bertanggungjawaba 

atas pelaksanaan APBDesa, mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

yang telah diatur dalam APBDesa, menyusun tugas staff desa lain 

yang menlaksanakan tugas PPKD, serta melakukan perbandingan 

terhadap RAB.
16

  

                                                             
16

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana 

Desa Pasal 5 Ayat  2 dan 3 
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Sekertariat terdiri dari 3 urusan yakni urusan tata usaha dan umum, 

urusan keuangan, dan urusan perencanaan, yang dipimpin oleh kepala 

urusan.
17

 

1) Kaur tata usaha dan umum, menyelenggarakan fungsi-fungsi 

administrasi seperti pengelolaan naskah, pengelolaan surat, 

kearsipan, pemeriksaan, penataan organisasi kantor desa, 

persiapan rapat, dan pelayanan publik.  

2) Kaur perencanaan, mengkoordinasikan urusan perencanaan, 

seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 

menyusun daftar data pembangunan, memantau dan mengevaluasi 

proyek dan menyusun laporan. 

3) Kaur keuangan yaitu membantu Sekertaris Desa dalam 

menjalankan fungsi perbendaharaan di bidang keuangan desa dan 

administrasi. Selain itu, bagian keuangan bertanggungjawab untuk 

merumuskan rencana kas tingkat desa, dan melaksanakan 

pengelolaan dalam bentuk pengumpulan, penyetoran dan 

pembayaran, pengelolaan atau tanggungjawab pendapatan dan 

pengeluaran desa dalam lingkup pendapatan anggaran tingkat 

desa.
18

 

c. Kasi (Kepala Seksi) 

Kasi (Kepala Seksi) bertugas membantu kepala desa yang 

melaksanakan tugas operasional. Kasi merupakan pelaksana teknis 

                                                             
17

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015  Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa  Pasal 3 Ayat 2-3 
               

18
 Ibid, pasal 8 Ayat 3  
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yang terdiri dari 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, 

dan seksi pelayanan. Adapun fungsi masing-masing seksi sebagai 

berikut: 

1) Kepala Seksi Pemerintahan, yaitu bertanggung jawab untuk 

melaksanakan administrasi, menyusun peraturan desa, 

mempromosikan masalah pertanahan, mempromosikan perdamaian 

dan ketertiban, kependudukan, mengumpulkan data dan mengelola 

profil desa, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pelaksanaan 

upaya perlindungan masyarakat. 

2) Kepala Seksi Kesejahteraan, yaitu bertanggung jawab atas  

pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan 

dibidang pendidikan, kesehatan, serta sosialisasi dan pembinaan 

masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan 

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga,  dan 

kepemudaan organisasi. 

3) Kepala Seksi Pelayanan, yaitu bertanggung jawab untuk 

melakukan konsultasi dan mempromosikan pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, meningkatkan  partisipasi masyarakat, 

melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat, agama, dan 

pekerjaan.
19

 

d. Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun 

                                                             
19

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunsn Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal  9 Ayat 3 
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 Dalam sistem pemerintahan desa, kepala dusun adalah bagian  

integral dari pemerintah desa dan juga adalah bagian yang membantu 

kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Tentu saja jumlah 

kepala dusun berbeda-beda dalam setiap daerah, tergantung karena 

menyesuaikan proporsi yang ditentukan disetiap desa. 

Berikut ini tugas kepala dusun dan fungsinya secata ringkas/umum: 

1) Membangun masyarakat yang damai dan tertib 

2) Melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat 

3) Sebagai motor penggerak penduduk (Mobilisasi) 

4) Menata dan mengelola potensi yang ada di suatu wilayah 

5) Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam hal menjaga 

lingkungan dan melakukan pembinaan 

6) Melakukan pemberdayaan guna memperlancar roda pemerintah 

desa dan pembangunan.
20

 

B. Tinjauan Tentang Desa 

Secara etimologi kata desa berawal dari bahasa Sansekerta,  yang artinya  

rumah, kampung halaman, atau tempat kelahiran. Dari segi geografis, desa 

dapat didefinisikan sebagai kelompok rukun warga yang berada di daerah 

pedesaan yang wilayahnya lebih kecil dari kota. Desa merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang berhak mengatur keluarganya sendiri untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri menurut hak asal usul dan adat istiadat 

yang diakui dalam pemerintahan nasional dan terletak didaerah. 

                                                             
20

https://www.selasari.desa.id/tugas-kepala-dusun-dan-fungsinya-sesuai-uu-desa/ Diakses 

Selasa 16 November 2021, Pukul 20:15 Wita 

https://www.selasari.desa.id/tugas-kepala-dusun-dan-fungsinya-sesuai-uu-desa/
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Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bertugas 

dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, demi masyarakat sekitar 

berdasarkan hak masyarakat, terakui dan dihargai dalam sistem pemerintahan 

dan itu disebut dengan pengertian Desa.
21

 

Menurut KBBI, arti kata desa merupakan kesatuan daerah yang ditempati 

oleh beberapa keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (di kepalai 

oleh kepala desa).
22

 

Pengertian Desa menurut Undang-Undang, Desa merupakan desa dan desa 

adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak  mengatur dan 

mengurus pemerintahan, urusan kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Indonesia.
23

 

Desa dalam pengertian umum merupakan suatau gejala yang bersipat 

menyeluruh, ditemukan dimanapun dibelahan bumi, sebagai satu komonitas 

kecil, yang menyatu pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara 

menetap) maupun untuk memenuhi kebutuhan, dan yang terutama bergantung 

pada lahan pertanian.
24

 

                                                             
21

 Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. (Bandung: 

Fokusmedia, 2014) hal. 1 
22

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. jagokata.com/arti-kata-desa.html# Diakses pada 16 

November 2021 Pukul 20:23 Wita 
23

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1 
24

 Moch. Solekhan. Penyelenggaran Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi 

Masyarakat. Cet: Ke 3, Malang, Setara Press, 2014. Hal. 22 
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Para ahli juga memberikan pendapat terkait pengertian desa, R. Bintaro 

mengemukakan bahwa desa merupakan perwujudan geograpis yang lahir oleh 

unsur fisiograpis sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat dalam 

hubungan dan pengaruh timbal balik dengan wilayah lain.
25

  

Menurut P.J. Bournen, Desa merupakan bentuk kuno dari hidup bersama 

dengan ribuan orang yang hampir seluruhnya saling kenal, yang sebagian 

besar hidup bertani untuk mencari nafkah, dan bisnis lain yang dapat 

dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan di dalam hunian tersebut 

ada banyak hubungan kekeluargaan, ketaatan dan aturan-aturan sosial.
26

 

Menurut I Nyoman Beratha, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

berdasarkan susunan asli yaitu suatu "badan hukum" dan "lembaga 

pemerintah" yang merupakan bagian dari daerah kecamatan atau daerah 

sekitarnya.
27

 

R.H. Unang Soenardjo, mengemukakan bahwa Desa yaitu kesatuan 

masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat yang bertempat tinggal di 

suatu tempat dengan batas-batas tertentu, dengan ikatan material dan spiritual 

yang kuat karena darah atau karena semuanya mempunyai kepentingan politik, 

ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki dewan direksi yang dipilih 

bersamaan, mempunyai kekayaan dengan jumlah tertentu dan berhak 

mengatur pekerjaan  rumah tangganya sendiri.
28

 

                                                             
25

 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaran Pemerintahan Desa,(Erlangga: 

Jakarta. 2011. Hal.4 
26

 Moch. Solekhan Loc. Cit. Hal. 11 
              

27
 Ibid. Hal. 11  

              
28

 Ibid. Hal. 11  



20 
 

 

Menurut Zakaria dari Wahyudin Sumpeno dari Candra Kusuma Desa 

adalah suatu kelompok atau wilayah yang hidup bersama, memiliki 

seperangkat ketentuan peraturan yang ditetapkan sendiri, dan berada dalam 

wilayah kepemimpinan yang dipilih dan ditentukan sendiri.
29

 

Menurut Egon E. Bergel, pengertian desa biasanya dikaitkan dengan 

pertanian yaitu setiap pemukiman petani (peasantes). Padahal, faktor 

pertanian bukanlah ciri khas yang harus dimiliki setiap desa. Ciri utama dari 

setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (permukiman) bagi 

sekelompok masyarakat yang relatif kecil.
30

 

Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. 

Diatas beribu ribu pulau tersebut sejak berabad-abad lamanya hidup dan 

berkehidupan sejumlah besar kelompok-kelompok masyarakat dengan 

beragam bahasa daerah adat dan kebiasaan, seni budaya, kesatuan masyarakat 

hukum berdasarkan keturunan dan persamaan tempat tinggal, agama yang 

dianut, domisili, dan lain sebagainya. Kesatuan masyarakat hukum hukum 

adat yang sedemikian banyaknya tersebut secara garis besar dibagi menjadi 

menjadi tiga tipe, yaitu: 

1. Jenis kestuan masyarakat hukum berdasarkan wilayah  

2. Jenis kesatuan masyarakat hukum yang dapat hidup besama dalam suatu 

wilayah tertentu berdasarkan kesamaaan keturunan 

                                                             
29
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3. Jenis kesatuan masyarakat hukum didasarkan pada perpaduan asas 

teritorial dan turun temurun.
31

 

C. Tinjauan Tentang Dana Desa 

1. Pengertian Dana Desa 

Dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang di transfer melalui 

anggaran  pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaaan pembangunan, 

pengembangan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat.
32

 

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang 

bersumber dari APBN menambahkan bahwa Dana Desa digunakan untuk 

mendanai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pengembangan 

masyarakat, dan kemasyarakatan. Pada dasarnya Dana Desa dipergunakan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai 

kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Tetapi untuk 

menyesuaikan penggunaannya, dana desa diproritaskan untuk mendanai 

pembangunan dan memberdayakan masyarakat antara lain: pengembangan 

pendidikan dasar, kesehatan, dan pelayanan infrastruktur. Untuk 

mengentasan kemiskinan, penggunaan dana desa juga untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan masyarakat. Untuk 

hal non prioritas Dana Desa juga dapat digunakan selagi kegiatan 
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pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah dipenuhi. RPJMDesa 

dan RKPDesa merupakan acuan dari penggunaan dana desa.
33

 

2. Tujuan Dana Desa 

Dalam undang-undang Nomor 6 tentang desa, tujuan pengalokasian 

dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi dan 

menjadikan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. 

Dengan dana desa, desa dapat mewujudkan pembangunan dan 

memberdayakan desa agar masyarakat sejahtera, adil dan makmur. 

Sementara itu, tujuan alokasi dana tingkat desa adalah : 

a. Membasmi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan  

b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengangguran 

di tingkat desa serta memberdayakan masyarakat desa. 

c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan berbasis keadilan dan 

kearifan lokal 

d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama, sosial dan budaya untuk 

mencapai peningkatan kesejahteraan sosial 

e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan 

f. Mendorong desa untuk menjadi mandiri dan bekerja sama satu sama 

lain 

g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat 

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana tingkat Desa adalah sebesar 30% 

alokasi dana desa yang digunakan untuk penyelenggaran desa dan 
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oprasional pemerintahan desa. Sedangkan sebesar 70% dana desa 

digunakan untuk pengeluaran pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan sarana dan prasarana ekonomi tingkat desa desa, 

pemberdayaan dibidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan dan pendanaan 

untuk pimpinan. Lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes, kelompok 

usaha berbasis potensi ekonomi masyarakat pedesaan, dan bantuan dana 

kepada intansi desa seperti RT, RW, PKK, Karang taruna, Linmas. 

3. Prioritas Dana Desa 

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dalam Pasal 2 menyebutkan 

bahwa prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk: 

a. Mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan perangkat daerahditingkat desa yang dibiayai oleh 

Dana Desa  

b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun 

pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan 

c. Sebagai acuan bagi Pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi 

penggunaan Dana Desa. 

 

Selanjutnya dalam Permendes yang telah diperbaharui menjadi 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Prioritas 

penggunaan dana desa ini diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs 

desa melalui: 
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a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa 

b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan 

c. Adaptasi kebiasaan baru Desa 

 

Adapun prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan prinsip: 

a. Kemanusiaan 

b. Keadilan 

c. Kebinekaan  

d. Keseimbangan Alam; dan 

e. Kepentingan Nasional.
34

 

 

Dalam penjelasan lain, Dana tingkat desa diprioritaskan untuk 

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tingkat desa setempat yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat pedesaan serta pengentasan kemiskinan. Tergantung pada 

kondisi dan potensi desa, serta sesuai dengan dengan pencapaian tujuan 

RPJMDes dan RKPDes tahunan, dana desa diprioritaskan untuk mendanai 

bidang pemberdayaan masyarakat melalui : 

a. Pendanaan desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok, 

antara lain : 

1) Pembangunan pos kesehatan desa dan polindes 

2) Pengembangan dan pengelolaan posyandu, dan 

3) Pengembangan dan manajemen Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 

                                                             
34

 Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (2) 
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b. Dana tingkat desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan 

prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi : 

1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan 

pedesaan 

2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan 

pertanian 

3) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bendungan 

desa 

4) Pengembangan energi baru dan terbarukan 

5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi 

6) Pengembangan dan pengelolaan air bersih tingkat desa 

7) Pengembangan dan pemeliharaan irigasi tersier 

c. Dana desa lebih diutamakan untuk pengembangan potensi ekonomi 

lokal, peningkatkan kapasitas pengembangan kewirausahaan 

masyarakat pedesaan, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala 

ekonomi masyarakat pedesaan.
35

 

Penetapan prioritas dana tingkat desa ditentukan melalui musyawarah 

desa. Dalam memprioritaskan penggunaan dana desa, sesuai dengan 

berbagai tahapan rencana pembangunan desa, sebagaimana ditentukan 

undang-undang tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Pemerintah desa berkewajiban mengikutsertakan 
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masyarakat dalam pengutamaan penggunaan dana desa. Keterlibatan 

masyarakat menentukan prioritas pendanaan desa dengan : 

1) Berpartisipasi aktif dalam semua tahapan prioritas penggunaan dana 

desa 

2) Memberikan usulan proposal program dan kegiatan 

3) Memastikan prioritas penggunaan dana desa tercantum dalam 

dokumen RKP Desa dan APBD Desa, dan 

4) Ikut sosialisasi dana desa dan kota dengan prioritas.
36

  

Menurut asas pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, semua kegiatan 

yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 

secara terbuka dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat desa, harus 

tunduk pada administrasi, teknis, dan hukum. Penggunaan dana desapat 

sasaran, ekonomi, efisien, efektif, adil dan terkendali.
37

 

4. Pengelolaan Dana Desa 

Pengelolaan yaitu serangkaian pekerjaan atau usaha oleh beberapa 

orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia, pengelolaan berarti menggunakan sumber daya secara efektif 

dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah asal muasal telah diterima dan 

akan digunakan untuk memberikan pendidikan, pembangunan, dan 
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pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan diartikan sebagai 

pengelolaan fungsi keuangan. 

Penyelenggaraan desa berdasarkan hak asal usul dan kekuasaan 

lokal desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan listrik daerah tingkat 

desa dengan dana APBDesa dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan 

belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semua 

pendapatan desa diterima dan disalurkan via rekening desa dan digunakan 

untuk aanggaran desa. Pencairan dana melewati rekening KAS dan 

disetujui serta ditanda tangani kepala desa dan bendahara desa. 

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam 1 tahun anggaran dari awal 

Januari sampai dengan akhir Desember. Ketentuan mengenai 

pengalokasian dana desa diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. 

Dana desa disalurkan secara bertahap, sebagaimana dijelaskan 

dalam Peraturan Bupati Lombok Timur  Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di 

Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dicairkan paling cepat bulan 

Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dicairkan paling cepat 

bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 
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c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dicairkan paling cepat 

bulan Juli.
38

 

Semua hak dan kewajiban desa yang didapat didasarkan pada harta 

benda yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa 

termasuk keuangan desa menurut undang-undang. Semua hak dan 

kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, yang 

perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa menurut  undang-undang 

No. 6 Tahun 2014 Pasal 71. Siklus pengelolaan desa yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ketika 

mengelola dana desa memiliki masa selama 1 tahun mulai dari awal bulan 

1 Januari sampai akhir bulan 31 Desember.
39

 

Prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai-nilai yang menginspirasi 

pengelolaan keuangan desa. prinsip ini memunculkan prinsip-prinsip dasar 

yang harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa.  

Asas dan prinsip tidak ada gunanya apabila tidak diwujudkan dalam 

tindakan. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keuangan Desa 

dikelola dengan prinsip sebagai berikut: 

a. Transparan 

Transparan memiliki pengertian bahwa informasi keuangan kepada 

publik diberikan secara terbuka dan jujur, sehingga dapat mewujudkan 

pemenuhan hak pemerintah untuk mengetahui tentang 
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pertanggungjawab pengelolaan sumber daya yang diberikan kepadanya 

dan untuk mematuhi aturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, transparansi yaitu asas yang menjamin 

kebebasan setiap orang untuk mengakses informasi terkait 

penyelenggaran pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, 

langkah pelaksanaan dan pembuatannya, dan hasil yang telah 

didapat.
40

 

Asas transparansi menjamin semua pihak memiliki 

mengakses/mendapatkan/memahami semua langkah setiap tahapan, 

juga menjamin semua pihak mengenai informasi tentang pengelolaan 

dana desa. 

b. Akuntabel  

Tata kelola yang baik adalah salah satu pedoman yang harus diikuti. 

Salah satu pilar pemerintahan ini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas 

berarti bahwa setiap tindakan atau kinerja suatu pemerintah atau badan 

lembaga dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang 

berhak menuntut informasi pertanggungjawaban.
41

  

Pendapat lain menyebutkan bahwa akuntabel  adalah tanggng jawab 

untuk mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelapor dan pencapaian tujuan yang 

ditetapkan secara teratur.
42
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Lebih jelasnya, dijelaskan yaitu akuntabel  atau 

pertanggungjawaban adalah suatu bentuk yang harus seseorang 

(pemimpin) untuk menjamin bahwa pelaksanaan dan kewajibannya 

telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
43

 

Oleh karna itu, mulai dari proses perencanaan hingga 

pertanggungjawaban harus dilakukan pembukuan yang tepa tatas 

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Dengan asas ini, 

kepala Desa dituntut mempertanggungjawabkan dan wajib melaporkan 

pelaksanaan anggaran tingkat desa kepada masyarakat dan 

pemerintahan yang lebih tinggi secara tertib sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Partisipatif  

Partisipatif adalah prinsip bahwa setiap kejadian dilaksanakan 

dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara langsung 

melalui badan perwakilan. Partisipasi yaitu prinsip bahwa setiap warga 

desa berhak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa tempat dimana kita tinggal.
44

 

Pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus 

melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan desa dan masyarakat 
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luas, terutama penerima manfaat dari rencana atau kegiatan 

pembangunan desa tersebut. 

d. Tertib dan Disiplin Anggaran  

Ketertiban dan disiplin anggaran dipahami bahwa anggaran harus 

dijalankan sesuai prinsip akuntansi keuangan desa dan catatan 

penggunaan. Tujuannya agar pengelolaan keuangan desa sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Hukum 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris yaitu 

dengan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian Normatif 

Kajian Hukum Normatif meliputi kajian tentang asas-asas hukum, 

kajian tentang hukum sejajar, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder, kerangka 

teori dasar yang menopang data empiris. Penelitian ini dilakukan dengan 

cara menelaah dan mempelajari berbagai refrensi berupa buku, jurnal, 

media cetak, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

penulis yang diteliti. Oleh karna itu, penelitian hiukum normatif 

mengambil sistem normatif sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam 

pengertian sederhana adalah sistem atau aturan atau kaidah.
45

 

2. Penelitian Empiris  

Penelitian hukum sosiologi atau empiris, termasuk kajian identifikasi 

hukum (tidak tertulis) dan akibat hukum. Data penelitian empiris berasal 

dari data mentah atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, 

dalam hal ini peneliti mengamati langsung dan mencari data dengan cara 

melakukan pendekatan terhadap masyarakat atau pemerintah desa 

ditempat penelitian dengan cara meklakukan wawancara.  
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B. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan perundang-undangan (Statu Approch), yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan 

terkait dengan penelitian. 

2. Pendekatan sosiologis (Sociologis Approch), yaitu pendekatan yang 

mencoba mengkaji dan melihat hukum sosial secatra langsung masyarakat. 

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approch), yaitu pendekatan yang 

berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum. Opini/doktrin akan mengartikulasikan gagasan dengan 

memberikan pemahaman hukum, konsep hukum, yang relevan dengan 

permasalahan.   

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti yaitu 

sebagai tempat mendapatkan informasi mengenai data yang didapat selama 

melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor 

Pemerintahan Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten 

Lombok Timur.  

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data 

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum  Primer 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau 

bahan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian: 

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 

yang Bersumber Dari APBN 

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Dana Desa  

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 

6) Peraturan Menteri Desa  Nomor 21 Tahun 2015 Tentang prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 

7) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan sekunder merupakan pendapat hukum/doktrin/teori hukum 

yang diperoleh dari literatur hukum terkait penelitian, artikel ilmiah, 

dan website terkait penelitian. 
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c.  Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penafsiran atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan lain-lain. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer, adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama, dengan cara peneliti turun langsung ke 

lokasi atau lapangan guna untuk melihat situasi dan kondisi 

pelaksanaan kegiatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah berupa pendapat subjek atau (orang)  

individu atau kelompok, pengamatan terhadap objek (fisik), peristiwa 

atau kegiatan dan hasil pengkajian. Data diperoleh dengan 

menggunakan metode  yaitu: wawancara. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
46

  

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi  
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Observasi adalah teknik mengumpulkan data yaitu dalam melakukan 

penelitiannya, peneliti melihat secara langsung obyek penelitian untuk 

mendapatkan kebenaran dari data yang didapat. 

Teknik observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi partisipatif pasif yaitu peneliti datang ketempat kegiatan 

yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
47

 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

atau informasi melalui interaksi tatap muka dengan informan untuk 

memperoleh gambaran yang utuh lengkap tentang subjek yang diteliti. 

Adapun wawancara ini dilakukan dengan Sekertaris desa, Bendahara desa, 

dan Tokoh Masyarakat. Melalui wawancara peneliti dapat memperoleh 

data yang lebih detail dan memperoleh pemahaman yang lebih jelas 

tentang pengelolaan dana tingkat desa. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mendokumentasikan 

dokumen-dokumen yang ada dilapangan sebagai data pelengkap dan data 

pendukung untuk kedua teknik diatas, sepanjang data tersebut tetap 

relevan dengan pertanyaan yang diteliti, seperti arsip, catatan, laporan, 

dan lain-lain. 

 

 

                                                             
47

 Sugiyono. “Metode Penelitian Bisnis” (Bandung: Alvabeta. 2014) 
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F. Analisis Bahan Hukum/Data 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

deskriptif Kualitatif, yakni analisis hukum berdasarkan bahan pustaka dan 

hasil wawancara responden atau informan, kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan 

dalam bentuk rangkaian kata-kata atau kalimat.  

G. Jadwal Penelitian 

Berikut jadwal rencana penelitian  

 

 


